
BUPATI TEGAL, 
a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 

Tegal Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Tegal Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang 
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019- 
2024 maka perlu menyesuaikan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah dikarenakan ada penyesuaian 
terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan 
kelompok sasaran, indikator dan target kinerja serta 
pendanaan indikatif; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 
2019 ten tang Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 37 
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR 4~ TAHUN 2021 

BUPATI TEGAL 
PROVINS! JAWA TENGAH 



1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-uridangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah 
dengan Udang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

Mengingat 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 481 7); 



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 110); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28); 

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal 
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 60); 

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 103); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 
131); 



BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 4 3 

WIDODOJOKO 

Diundangkan di Slawi 

pada tanggal \0 Jv-V\\ 10'2..\ 

SEKRETARlS DAE KABUPATEN TEGAL, 

I 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 
(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah mempedomani Perubahan 

RPJMD; 

(2) Apabila terdapat perubahan kelembagaan perangkat daerah maka 
Renstra Perangkat Derah dapat dilakukan perubahan dengan tetap 
mempedomani program, target dan indikator kinerja program serta 
pendanaan indikatif dalam RPJMD. 

(2) Pendanaan Indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada kerangka pendanaan yang 

terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan tetap 

mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan. 


